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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian dan analisis tentang Penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil,

dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja

sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Penegakan Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil,
dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul baru dilaksanakan pada tahap upaya preventif,
belum dilaksanakan upaya penegakan peraturan daerah secara represif
yustisi dengan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap para
pelanggar ke Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan sanksi yang diatur
dalam Peraturan Daerah tersebut.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003
tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan
Pesisir sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup belum dapat
berjalan secara efektif, indikatornya adalah :

a. Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di

Lingkungan Sungai dan Pesisir yang berupa kegiatan penambangan



liar pada zona-zona tertentu di sungai dan pesisir yang dilarang untuk
dilakukan pengambilan pasir, kerikil, dan batu.

b. Masih banyak terjadi kerusakan lingkungan hidup dan bangunan di
sekitar sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul

3. Kendala yang dihadapi dalam penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2003
tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan

Pesisir oleh Satuan Polisi pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi

Lingkungan adalah :

a. Norma hukum positif yang mengatur tidak dapat memberikan
kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun aparat penegak
hukumnya.

b. Terbatasnya kwalitas dan kwantitas personil serta prasarana penunjang
operasi penegakan peraturan daerah.

c. Rendahnya tingkat perekonomian serta pendidikan masyarakat di

lingkungan lokasi penambangan.

A. Saran-saran :

1. Perlu segera dibuat aturan hukum berupa peraturan daerah Kabupaten
Bantul yang mengatur masalah penambangan pasir, kerikil, dan batu di
lingkungan sungai dan pesisir yang dapat memberikan kepastian hukum
baik kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum, disesuaikan

dengan norma hukum positif yang ada.



2. Perlu adanya pembekalan teknis penegakan hukum kepada anggota Satuan
Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah serta

penempatan personil yang tepat untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas.

3. Perlu upaya sosialisasi untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat
serta upaya peningkatan ekonomi rakyat sebagai alih profesi dari kegiatan
penambanagan pasir, kerikil, dan batu ke kegiatan usaha ekonomi yang

lain.
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